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Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia
dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan
mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing, hal tersebut pembagian
tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional
(Differensiasi Fungsional). Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan
terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini telah
dilaksanakan menurut proses hukumnya, mengacu dan berpegang pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, hal tersebut merupakan wujud peradilan pidana yang
mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (Integrated Criminal
Justices System).

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, bahwa upaya penegakan hukum
terhadap tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Kepulauan Sangihe sudah
optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari perilaku dan tindakan penegak hukum
pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak
hukum acara pidana secara instansional dan sistem peradilan pidana yang mengatur
bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak
dijalankan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak baik

secara upaya preventif dan upaya represif.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian dari pembahasan diatas maka dapat di ambil

kesimpulan yaitu :

1.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres
Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan dengan tindakan prefentif dan
represif. Upaya penanggulangan prefentif yang bersifat bimbingan
masyarakat. Bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan
memberikan sosialisasi ke berbagai tempat seperti sekolah, rumah ibadah,
tempat keramaian dan di perkampungan dengan memberian penjelasan
kepada masyarakat bahwa kasus pencabulan ini memiliki sanksi hukum
yang besar terhadap yang melakukannya dan mengingatkan kepada pihak
orang tua dan anak agar lebih berhati-hati. Upaya penanggulangan represif
dengan melakukan penindakan memberikan efek jerah terhadap pelaku

pencabulan anak sesuai hukum yang berlaku.

Beberapa kendala yang dihadapi pihak Polres Kabupaten Kepulauan
Sangihe dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan yakni akses
menuju ke daerah-daerah kepulauan yang masih terbatas, kurangnya
fasilitator yang menunjang pihak kepolisian dalam menangani korban
kasus pencabulan dan jenis korban yang memiliki cacat fisik seperti tuna

wicara yang memiliki kesulitas dalam menjelaskan kronologis dari tindak
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kekerasan kasus cabul yang dialaminya sehingga sulit bagi penyidik untuk

mengumpulkan bukti yang konkrit.

B. Saran

1.

Kepada Pihak Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pihak Polres Sangihe harus jadi wadah dalam penanganan kasus
pencabulan pada anak dan. unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
diharapkan dapat menyelesaikan kasus pencabulan pada anak dengan
mengupayakan generasi muda yang baik.

Kepada Orang Tua

Orang tua harus mengawasi anak dalam rumah maupun di lingkungan
masyarakat, dan lingkungan sekolah, orang tua hendaknya memberikan
perhatian kusus kepada anak agar anak tidak melakukan hal yang buruk.
Dan dapat memberikan contoh yang baik di dalam keluarga agar anak
berperilaku yang baik.

Kepada Lingkungan Masyarakat

Masyarakat diharap sadar hukum sehingga dapat membatu aparat
kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.
Kepada Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian bisa menjadi tuntutan sebagai wawasan dan pengetahuan
untuk mengadakan penelitian selanjutnyaserta mampu memberikan

sumbangan pemikiran untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
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DOKUMENTASI PENLITIAN

1. Lokasi : Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe

N

-

Wawancara dengan Penyidik UPPA Polres Kab. Kepl. Sangihe
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Wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
Polres Kab. Kepl. Sangihe

Lokasi : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

=

o \

Foto Bersama Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang



PEDOMAN WAWANCARA

Subjek Penelitian : Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe

. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan anak
yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami

pasang surut?

. Siapa saja yang dapat melapor mengenai tindak pidana pencabulan anak

yangterjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?

. Apakah masa jabatan kerja mempengaruhi peranan UPPA Polres dalam
penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten
Kepulauan Sangihe?

. Sarana dan prasarana apa saja yang dapat mendukung dalam penyidikan
tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan

Sangihe?

. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penyidikan yang
dilakukanPolres untuk mengungkap kasus pencabulan anak yang terjadi

diwilayah Kabupaten Kepulauan Sagihe?

. Apa saja yang bisa dijadikan alat bukti dan barang bukti pada tindak

pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?

. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan UPPA Polres Kabupaten
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Kepulauan Sangihe setelahmenerima laporan mengenai tindak pidana

pencabulan anak baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak?

. Apa faktor-faktor yang menghambat peranan secara represif Polres
dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah

Kabupaten Kepulauan Sangihe?

. Bagaimana Polisi di Polres Sangihe dalam menanggulangi faktor-faktor
yang menghambat peranan Polres Sangihe dalam penanggulangan tindak
pidana pencabulan anak secara represif di wilayah Kabupaten Kepulauan

Sangihe?
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Subjek Penelitian : Kabintitmas Satbinmas Kepolisian Kabupaten
Kepulauan Sangihe

. Apa saja upaya yang dilakukan Polisi dalam menanggulangi kasus tindak
pidana pencabulan anak di wilayah Sangihe melalui tindakan pencegahan

(preventif) di Kepolisian Kabupaten Kepulauan Sangihe?

. Kapan dan di mana sosialisasi itu dilaksanakan?

. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dalam peranan secara
preventif

menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di wilayah
Kabupaten Kepulauan Sangihe?

. Apa tujuan dari sosialisasi yang dilaksanakan tersebut?

. Apa harapan dari diadakannya sosialisasi tersebut?

. Apa hasil dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?

. Apakah ada jadwal khusus dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut? Jika

ada, kapan pelaksanaan sosialisasi itu dilaksanakan?

. Apa selain sosialisasi, ada tindakan lain pencegahan (preventif) di Polres
Sangihe untuk penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah

Kabupaten Kepulauan Sangihe?

. Apa hambatan secara preventif Polres dalam penanggulangan tindak

pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
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10. Bagaimana Polres dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan
tindak pidana pencabulan anak secara preventif di wilayah Kabupaten

Kepulauan Sangihe?
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Subjek Penelitian : Penyidik dan Penyidik Pembantu Unit
Pelayanan

Perempuan dan Anak (UPPA)

1. Setiap bulan berapa jumlah tindak pidana pencabulan anak di wilayah

Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dapat ditanggulangi?

2. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan UPPA Polres Sangihe setelah
menerima laporan adanya tindak pidana pencabulan anak di wilayah
Kabupaten Kepulauan Sangihe baik dilakukan orang dewasa maupun

anak?

3. Apa faktor-faktor yang penyebab meningkatnya tindak pidana pencabulan

anak yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penyidikan yang
dilakukanPolres untuk mengungkap kasus pencabulan anak yang terjadi

diwilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?

6. Apa saja yang bisa dijadikan alat bukti dan barang bukti pada tindak

pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?

8. Apa faktor-faktor yang menghambat dalam peranan secara represif
terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten

Kepulauan Sangihe?



9. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam
peranan secara represif terhadap tindak pidana pencabulan anak di

wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
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FAKULTAS HUKUM

\ C—— . UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAXARTIA

Nomor : 006/V/CVD-FH Yogyakarta, 3 Januasi 2022
Hal - ljin Risct

Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sangibe

Jin. Stadion Tona No 7, Kel. Dumuhung, Kee. Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Sulawesi Utara

di Tempat
Dengan hormat,

Schagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, Kami beritahukan bahwa sctiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan
risct/penclitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, olch karena itu
data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, schingga tidak
diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan fain.

Schubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin
riset / penclitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian
kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Hemandi Aditya Prong
2. Nomor Mahasiswa : 170512920
3. Program Kekhususan : Sistem Peradilan
4. Lokasi Riset : Kota Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauvan Sangihe
5. Dosen Pembimbing | : Pancratius Prasctyo Sidi Pumomo, S.H., M.S.
Dosen Pembimbing [
6. Judul Skrnipsi : Penanggulangan Tindak Pencabulan Terhadap Anak Di Polres
Kabupaten Kepulauan Sangihe

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

akil Dekan 1,
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m&?ﬁ;m Yohanes, S.H., M.Hum.
s
-
Tembusan :
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Kepada Yih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dacrah

Kabupaten Kepulausan Sangihe

Jin. Stadion Tona, Kel. Tona 11, Kec Tahuna Timur, Kab. Kepl. Sangihe, Sulawesi Utara
di Tempat

Dengan hormat,

Scbagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
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riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penclitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, olch karena itu
diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujean lain.
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riset / penclitian atau berkas dan wawancara yang diperiukan guna kepentingan risct / penelitian
kepada mahasiswa kami -

1. Nama : Hernandi Aditya Prong
2. Nomor Mahasiswa : 170512920
3. Program Kcekhususan : Sistem Peradilan
4. Lokasi Riset - Kota Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe
5. Dosen Pembimbing [ : Pancratius Prasctyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.
Dosen Pembimbing I1 ~
6. Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pencabulan Techadap Anak Di Polres

Kabupaten Kepulasan Sangibe
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